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P U T U S A N
Nomor  103/Pdt.G/2014/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut 

Penggugat;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak 

diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut 

Tergugat;

Dengan ini mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, dengan duduk 

permasalahannya sebagai berikut :

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 3 Maret 

2014 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tanjung Redeb tanggal 3 Maret 2014, Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.TR. yang pada 

pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di 

Kecamatan  Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 19 Maret 2001, 

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/48/III/2001, yang 
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, 

Kabupaten Berau tanggal 27 Maret 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana 

layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat 3 tahun, kemudian 

tinggal di rumah bersama di Kampung Labanan Jaya;;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua 

orang anak bernama : 

a. Anak Pertama, umur 11 tahun;

b. Anak Kedua, umur 2 tahun; 

 Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, 

akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran;

5. Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan, Tergugat suka gonta ganti pasangan 

(main perempuan) dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;

6. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar tidak gonta-ganti 

pasangan (main perempuan), namun Tergugat tidak pernah menghiraukan, 

malahan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan seorang perempuan 

bernama Puput;

7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 10 Januari 2014, Penggugat 

menyusul kekontrakan Tergugat dan perempuan yang bernama puput tersebut di 

Jalan Stasiun 2, untuk mengajak Tergugat pulang ke rumah bersama di Labanan 

Jaya, namun 4 hari kemudian Tergugat izin kepada Penggugat untuk menyelesai 

masalah dengan perempuan bernama Puput tersebut, namun hingga sekarang 

Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;

8. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat 

tinggal selama 1 bulan 10 hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun 

dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan 

Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk 

mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :
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1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

3 Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak 2 kali, lagi pula tidak 

ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar 

rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya 

dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka 

atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh / didengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 

Nomor 12/48/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  

Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 27 Maret 2001, dengan bermeterai cukup 

dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, 

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai 

dan cocok dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan 

saksi dari saksi-saksi:

1 Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di 

Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada 

pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak 

ipar Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sepuluh tahunan;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

3
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• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi; 

• Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena 

Tergugat sering mabuk mabukan dan bahkan saksi mendengar Tergugat sudah 

menikah lagi dengan perempuan lain;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun 

saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih dari satu tahun hingga 

sekarang;

• Bahwa selama pisah ini Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah 

Penggugat;

• Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun 

tidak berhasil, 

• Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2 Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat 

tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

keponakan Penggugat;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sepuluh tahunan;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, 

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

• Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

• Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena 

Tergugat sering mabuk mabukan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan 

perempuan lain;

• Bahwa saksi pernah bersama Penggugat mendatangi kontrakan Tergugat 

bersama isteri sirinya di Teluk Bayur, dan ketika ditanya Tergugat mengakui 

bahwa ia telah menikah siri dengan perempuan tersebut;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih dari satu tahun hingga 

sekarang;
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• Bahwa selama pisah ini Tergugat ada datang ke rumah Penggugat hanya untuk 

menengok anak saja;

• Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun 

tidak berhasil, 

• Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi bermaksud mengemukakan alat-alat 

bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan 

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon segera 

mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang 

termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan 

dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai 

dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang 

perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan 

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-

Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung 

Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 

tanggal 19 Maret 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat 

ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan 

perkara gugatan cerai;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir 

sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya 

serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai 

di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan 

telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa 

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  maka berdasarkan 

pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan 

dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu 

menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat 

yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 

2008;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati 

Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, 

pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas 

ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena 

Tergugat suka gonta ganti pasangan, mabuk mabukan dan bahkan Tergugat telah 

menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Puput, terakhir terjadi 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan Tergugat karena 

Penggugat melabrak Tergugat di rumah tempat Tergugat dan selingkuhannya tinggal, 

kemudian Tergugat mau diajak pulang, namun 4 hari kemudian Tergugat izin kepada 

Penggugat untuk menyelesai masalah dengan perempuan bernama Puput tersebut, 

namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama,  sejak 

tanggal 10 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 

bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka 

terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat 
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jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima 

adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian dengan 

alasan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan 

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan saksi keluarga untuk menguatkan dalil 

gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan 

mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 

12/48/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung 

Tabur, Kabupaten Berau tanggal 27 Maret 2001 dan bukti kesaksian 2 orang saksi 

masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah 

memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang 

saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar, 

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat 

suka mimum minuman keras Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan 

perempuan lain, bahkan sekarang sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, 

para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah 

fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan 

dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. 

pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan 

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif 

Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea 

Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa 

Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal 

ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi 

Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan 

keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 

R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi 

syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat 

bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Penggugat pula, ternyata 

saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, 

maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan 

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Penggugat baik bukti 

tertulis maupun keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat dimuka 

persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah 

pada tanggal 19 Maret 2001;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

• Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan 

harmonis lagi adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan 

Tergugat  berselingkuh bahkan telah menikah lagi secara siri dengan 

perempuan lain;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari satu 

tahun yang lalu;

• Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada 

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat 

terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup 

alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan 

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan 
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selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu alasan 

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara 

suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa 

unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai 

gugat yaitu:

• Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus;

• Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada 

harapan untuk kembali rukun;

• Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat 

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 

Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat 

ini sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat telah menikah serta tinggal 

bersama wanita lain, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan Penggugat, 

maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat 

telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan 

dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga keduanya pisah 

tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu, dan selama dalam persidangan 

pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak 

ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan  

saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana 
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ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga 

tersebut dapat simpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, 

perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik 

daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah 

apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-

penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat  maupun Tergugat, sehingga 

dalam hal ini dapat terapkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

�ر  �ا ضر � �لا و � ضرر � لا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh 

pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . 

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah 

tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif 

bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada 

kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqih yang 

berbunyi: 

على�جلب�المصالح � �مقدم المفاسد � درء

Artinya  “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil  

kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat 

telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, Jo. Pasal 116 huruf ( f )  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada 

Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, 

sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
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Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk 

mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan 

didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara 

sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat yang telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk 
datang menghadap di persidangan, tidak 
hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan 
verstek; 

- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra 
Tergugat terhadap Penggugat;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan 
Agama Tanjung Redeb untuk 
mengirimkan salinan putusan ini setelah 
berkekuatan hukum tetap kepada 
Pegawai Pencatat Nikah yang 
wilayahnya meliputi tempat tinggal 
Penggugat dan Tergugat dan kepada 
Pegawai Pencatat Nikah di tempat 
perkawinan Penggugat dan Tergugat 
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar 
yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara ini kepada 
Penggugat yang hingga kini dihitung 
sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan 
puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Moh. Bahrul 

Ulum, S.H.I., sebagai  Ketua Majelis, dan Abdul Hamid, S.H.I. serta Helman Fajry, 

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga 

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan 

dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

Abdul Hamid, S.H.I.

Ketua Majelis

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Helman Fajry, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp.     5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp.     6.000,-
    Jumlah :

Rp.
391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera 

Rumaidi, S. Ag
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